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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka perlu menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpratik yang 

dilakukan oleh dokter di rumah sakit dapat dilihat pada Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

sebagai bagian perlindungan hukum bagi pasien baik yang bersifat 

preventif maupun represif. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang 

menjelaskan bahwa : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi 

terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara 

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau 

kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” 

2. Upaya hukum pasien atas kelalaian dokter berdasarkan mediasi 

dapat diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa : “ Ketentuan mengenai tata cara 

pengajuan  tuntutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini 

bisa melalui jalur Pengadilan Negeri. MKDKI berwenang 

memeriksa dan memberi keputusan terhadap pengaduan yang 

berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. MKDKI dapat 

menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan 

dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan 

kedokteran gigi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dari 

Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya 

bersifat independen. 

B. Saran 

1. Dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan 

melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan dan standar prosedur operasional. Diharapkan bagi tenaga 

medis maupun pelayanan kesehatan tidak memanfaatkan keadaan 

pasien untuk mencari keuntungan individu karena perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan melanggar hukum serta diharapkan kepada 

pemerintah untuk membuat peraturan baru yang menyangkut 

permasalahan malpraktik atau kelalaian dokter sehingga tercipta 

harmonisasi, sinkronisasi peraturan mengenai kedokteran, pasien 

serta rumah sakit supaya tidak terjadi permasalahan antara peraturan 

satu dengan yang lainnya. Untuk penyedia pelayanan kesehatan 

haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barng-
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barang yang berada dibawah pengawasannya. 

2. Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medis hendaknya 

menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi atau 

kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya mlapraktek 

dapat melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 

(MKDKI) sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan 

pelanggaran disiplin dokter. Bagi pemerintah hendaknya dapat 

membantu program sosialisasi pengenalan MKDKI kepada 

masyarakat dan memberlakukan peraturan baru setiap anggota dalam 

MKDKI seorang dokter dengan tambahan gelar sarjana hukum. 
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